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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

DOMESTIK DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN SANITASI 

AMAN DI KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

Oleh 

 

OKSAVIA NANDINI 

  

 

 

Pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk usaha melindungi air 

tanah dari limbah sehingga terwujudnya sanitasi aman. Pada tahun 2020, 

sanitasi aman di Provinsi Lampung menempati angka sebesar 2% dan 

membutuhkan upaya peningkatan yang optimal. Kabupaten Pringsewu 

merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Lampung yang lolos 

sanitasi dasar dan diharapkan mampu memenuhi sanitasi aman sehingga 

mendukung peningkatan sanitasi aman di Provinsi Lampung. Kebijakan 

pengelolaan air limbah domestik merupakan kebijakan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh setiap 

daerah, Kabupaten Pringsewu melaksanakan kebijakan tersebut melalui 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah 

domestik yang diselenggarakan dengan berbasiskan kepada masyarakat 

dengan tujuan menjaga air lingkungan agar sesuai baku mutu air. Penelitian 

ini memiliki tujuan mengidentifikasi dan mendefinisikan pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu sebagai 

upaya menjaga kualitas air lingkungan sehingga terwujudnya sanitasi aman 

melalui teori Jones (1996) yang terdiri dari organisasi, interpretasi, dan 

aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik di Kabupaten Pringsewu belum terlaksana dengan optimal 

dimana capaian sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu sebesar 4,8%  dari 

target 10%. Hal tersebut dikarenakan terdapat indikator yang tidak terlaksana 

dengan baik. 

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Air Limbah Domestik, 

Sanitasi Aman  



 
 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF DOMESTIC WASTEWATER 

MANAGEMENT POLICY IN IMPROVING SAFE SANITATION 

COVERAGE IN PRINGSEWU DISTRICT 

 

 

By 

 

OKSAVIA NANDINI 

 

 

 

 

Domestic wastewater management is a form of an effort to protect 

groundwater from waste so that safe sanitation can be achieved. In 2020, 

safe sanitation in Lampung Province reached 2% and requires optimal 

improvement efforts. Pringsewu Regency is one of three districts in Lampung 

Province that passed basic sanitation and is expected to be able to fulfill safe 

sanitation so as to support increasing safe sanitation in Lampung Province. 

The domestic wastewater management policy is a policy of the Ministry of 

Public Works and Public Housing which is implemented by each region. 

Pringsewu Regency implements this policy through Regional Regulation 

Number 2 of 2020 concerning domestic wastewater management which is 

carried out on a community basis with the aim of maintaining environmental 

water so that it meets standards water quality. This research aims to identify 

and define the implementation of domestic wastewater management policies 

in Pringsewu Regency as an effort to maintain environmental water quality 

so that safe sanitation can be achieved through Jones' (1996) theory which 

consists of organization, interpretation and application. The results of the 

research show that the domestic wastewater management policy in 

Pringsewu Regency has not been implemented optimally, with safe sanitation 

achieved in Pringsewu Regency.thousands amounting to 4.8% of the target of 

10%. This is because there are indicators that are not implemented well. 

 

Keywords: Policy Implementation, Management of Domestic Wastewater, 

Safe Sanitation
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sanitasi merupakan sektor infrastruktur yang memiliki peran penting dalam 

pembangunan kesehatan. Sanitasi merupakan komponen dasar terwujudnya 

kualitas hidup manusia yang mengupayakan terwujudnya derajat kesehatan 

masyarakat yang  setinggi-tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 9 ayat (1) dan (2) 

menyebutkan bahwa (1) setiap orang berkewajiban mewujudkan, 

mempertahankan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya, (2) dimana pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, 

upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. 

Berdasarkan teori HL Blum, derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor 

lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% 

faktor genetika, faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat adalah faktor lingkungan yang terdiri dari kebersihan 

lingkungan, dan sanitasi yang di dalamnya termasuk sanitasi layak dan sanitasi 

aman (Kementerian Kesehatan RI, 2019).  

Pemenuhan sanitasi dalam RPJMN ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 

90% sanitasi layak dan 15% sanitasi aman serta dalam SDGs berakhir pada 

tahun 2030 dengan menekankan kepada pencapaian target aman (Green 

Network, 2023). Menurut data Badan Pusat Stataistik Indonesia tahun 2022, 

sanitasi Indonesia mencapai 80% untuk sanitasi layak dan sanitasi aman pada 

angka 7%. Berdasarkan laporan Environmental Performance Index (EPI) 

2022, Indonesia menempati urutan ke-125 dari 180 negara di dunia dalam 
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akses sanitasi aman terbaik. Selain itu, Bank Dunia tahun 2020 

mengungkapkan bahwa sekitar 95% limbah toilet di Indonesia dibuang tanpa 

diolah terlebih dahulu di instalasi pengelolaan limbah yang berpotensi 

mencemari air tanah. Air limbah yang tidak diolah berpotensi merusak 

lingkungan dan mencemari air lingkungan sehingga dapat menyebabkan 

berbagai permasalahan seperti penyakit berbasis lingkungan, stunting, dan 

rendahnya ketersediaan air minum bersih.  

Pemenuhan akses sanitasi aman merupakan salah satu bentuk pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

melalui Permen No 04/PRT/M/2017 menyelenggarakan kebijakan Pengolahan 

Limbah Domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 

yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016. SPALD merupakan 

perkembangan dari IPAL Komunal dengan menggabungkan IPAL Komunal 

MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dengan sistem perpipaan untuk penyelenggaraan 

sanitasi yang lebih inklusif mencakup masyarakat yang tidak memiliki dan 

yang memiliki jamban sehingga mampu meningkatkan akses sanitasi aman. 

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik berangkat dari permasalahan di 

tengah masyarakat. SPALD menjadi solusi bagi masyarakat dengan 

permukiman padat perkotaan yang tidak memiliki lahan untuk membuat 

sarana sanitasi aman sesuai dengan standar kesehatan serta menjadi bantuan 

bagi masyarakat pedesaan yang tidak memiliki pembuangan limbah air 

sehingga mereka membuang limbah di sungai yang berpotensi mencemari 

lingkungan. 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung 

yang telah berstatus ODF (Open Defecation Free) di Pulau Sumatera yaitu 

kabupaten yang telah melakukan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 

sehingga pengelolaan air limbah menjadi sektor prioritas karena berdampak 

signifikan terhadap kualitas air lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi 

dapat menciptakan tekanan pada air limbah, sehingga air limbah menjadi isu 
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kontemporer yang serius. Kabupaten Pringsewu memiliki timbulan lumpur 

tinja 200,51 m
2
/hari dan jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk (Rustiani dkk, 2022). 

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu 

No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1. 2020 403.115 

2. 2021 406.509 

3. 2022 409.313 

4. 2023 412.015 

Sumber: Badan Pusat Statistik Pringsewu, 2023 

Berdasarkan Tabel 1 kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu terus 

mengalami peningkatan yang signifikan, kepadatan tersebut akan terus 

bertambah dan diperkirakan akan mencapai kurang lebih 418.000 jiwa pada 

tahun 2025 (BPS Kabupaten Pringsewu, 2020). 

Kabupaten Pringsewu telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik sejak tahun 2016 yang dilakukan dengan berbasiskan kepada 

masyarakat. Sesuai dengan Perda Kabupaten Pringsewu No 2 tahun 2020 

tentang pengelolaan air limbah domestik, SPALD bertujuan meningkatkan 

cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. SPALD terdiri dari SPALD-S 

(Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat) untuk kepadatan 

penduduk maksimal 150 jiwa/ha dan SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Terpusat) untuk kepadatan penduduk minimal 150 jiwa/ha. 

SPALD memiliki kontribusi sebesar 2,6% terhadap sanitasi aman dan 0,36% 

terhadap sanitasi layak (Muammar, 2022).  

Kabupaten Pringsewu telah memperoleh beberapa penghargaan yang 

mengakui upayanya dalam pemenuhan akses sanitasi. Salah satunya 

penghargaan Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (demand creation) dalam 

STBM Awards pada tahun 2020 yang mengapresiasi percepatan sanitasi oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kabupaten Pringsewu juga 

meraih penghargaan Kategori ILBK (Infrastruktur Livelihood Berbasis 

Kawasan) Terbaik dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Awards 

pada tahun 2023 yang di dalamnya termasuk pengelolaan air limbah. 
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Meskipun telah mendapat pengakuan melalui penghargaan tersebut, capaian 

sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu belum mencapai target dengan hanya 

mencapai 4,8% dari target 10% yang ditargetkan pada tahun 2024 dalam 

RPJMD Provinsi Lampung. 

Tabel 2. Indeks Kualitas Air Kabupaten Pringsewu 

Indeks Kualitas Air (IKA) (%) 

2021 2022 

63,33 50,65 

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021 

Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut menunjukan bahwa adanya penurunan 

cakupan air tanah yang bersih. Penurunan tersebut menunjukan bahwa adanya  

kejadian tercemarnya air tanah akibat dari limbah yang langsung bersentuhan 

dengan lingkungan. Dalam hal ini, sanitasi aman menjadi hal yang penting 

karena dapat melindungi air tanah dari pencemaran limbah. Pemenuhan 

sanitasi aman yang dilakukan melalui pengelolaan air limbah domestik agar 

sesuai dengan baku mutu air masih belum terlaksana dengan baik.  

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan dengan Kasi Cipta 

Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten 

Pringsewu permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik 

terdiri dari beberapa hal, seperti Sambungan Rumah (SR) yang masih belum 

memenuhi target pembangunan SR per tahun di Kabupaten Pringsewu serta 

perawatan yang kurang baik. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara pra 

riset yang dilakukan oleh beberapa warga di Kabupaten Pringsewu terdapat 

masyarakat yang menolak dan enggan untuk dibangun SR pada SPALD.   

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan air 

limbah domestik di Kabupaten Pringsewu masih belum terimplementasi 

dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani 

(2021) menyatakan kurang jelasnya tujuan kebijakan pembangunan SPALD-T 

menyebabkan implementor kurang memahami tujuan kebijakan sehingga 

kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan pelaksanaan 

pengelolaan air limbah di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik. 
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Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aviandani, dkk. 

(2022) dimana program yang dilaksanakan sudah jelas dan terdapat 

konsistensi dari pelaksana, namun minimnya pengetahuan masyarakat terkait 

pengelolaan air limbah menimbulkan rendahnya dukungan masyarakat 

terhadap pembangunan pengelolaan air limbah domestik di Kota Malang.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di berbagai daerah 

memiliki permasalahannya tersendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

dan keadaan masing-masing daerah. Kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik bersifat swakelola masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam 

seluruh aspek pelaksanaannya dengan tujuan meningkatkan daya hidup sehat 

bagi masyarakat. Melihat pentingnya pengelolaan air limbah domestik serta 

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya menunjukan bahwa 

implementasi kebijakan tersebut perlu untuk diidentifikasi. Peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik berjalan 

dalam lingkungan masyarakat yang sedang berkembang seperti Kabupaten 

Pringsewu dengan pengetahuan terkait sanitasi dan penghasilan masyarakat 

yang cenderung rendah, sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi 

terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan SPALD secara 

efektif, efisien, dan tepat dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman serta 

mengetahui hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk 

membahas lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik di Kabupaten Pringsewu dengan judul penelitian 

"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam 

Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu". 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik 

dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam 

Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dari 

pelaksanaan penelitian diantaranya: 

1. Memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam meningkatkan cakupan 

sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, terdapat dua tujuan yang 

diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini, yaitu meliputi: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi terkait 

implementasi kebijakan serta dapat dijadikan referensi baik dasar maupun 

menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan 

rekomendasi kepada masyarakat serta semua pihak yang terlibat dalam 

penerapan kebijakan pengelolaan air limbah domestik terpusat untuk 

meningkatkan cakupan sanitasi yang aman di Kabupaten Pringsewu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air 

Limbah Domestik dalam Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten 

Pringsewu” perlu dilakukan peninjauan terkait dengan penelitian sebelumnya 

sebagai referensi untuk memperkaya materi kajian penelitian. Dalam hal ini 

digunakan empat penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam penelitian. 

Berikut tabel hasil penelitian terdahulu yang digunakan. 

Tabel 3. Matriks Perbandingan Penelitian 

No. Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Mulyani, 

R. (2021) 

Implementasi 

Kebijakan 

Pembangunan 

Sistem 

Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik 

Terpusat Di 

Kota 

Pekanbaru 

Tahun 2019-

2020 

Menganalisis 

pelaksanaan 

kebijakan 

pembangunan sistem 

pengelolaan air 

limbah domestik 

terpusat Di Kota 

Pekanbaru tahun 

2019-2020 dan faktor 

yang 

mempengaruhinya 

menurut Signe. 

Pelaksanaan kebijakan 

pembangunan sistem 

pengelolaan air 

limbah domestik 

terpusat Di Kota 

Pekanbaru tahun 

2019-2020 belum 

berhasil karena 

adanya kurang 

jelasnya tujuan 

kebijakan SPALD-T 

sehingga pelaksana 

kebijakan kesulitan 

dalam melaksanakan 

kebijakan serta 

adanya pendanaan dan 

sumber daya yang 

kurang maksimal. 
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2.  Aviandan

i, K. dkk., 

(2022) 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah Kota 

Malang No 2 

Tahun 2017 

Tentang 

Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik 

Menganalisis 

pelaksanaan 

kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Malang 

No 2 Tahun 2017 

Tentang Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik dengan 

menggunakan teori 

implementasi 

menurut George C. 

Edward III 

Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Malang 

No 2 Tahun 2017 

Tentang Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

memiliki unsur  

kebijakan yang baik 

serta tujuan yang jelas 

namun adanya 

kendala dalam 

dukungan masyarakat 

akibat dari rendahnya 

pengetahuan 

masyarakat. 

3.  Abdillah, 

M., 2021 

Evaluasi 

Program 

Sanitasi 

Berbasis 

Masyarakat 

(SANIMAS) 

IPAL 

Komunal di  

Kelurahan 

Meranti 

Pandak 

Kecamatan 

Rumbai Pesisir 

Kota 

Pekanbaru  

Mengevaluasi 

program SANIMAS 

Pembangunan IPAL 

Komunal di 

Kelurahan Meranti 

Pandak dengan 

menggunakan 

Analisis  Komparasi.  

Pelaksanaan kebijakan 

Pembangunan IPAL 

Komunal di 

Kelurahan Meranti 

telah sesuai namun 

penyediaan sarana dan 

prasarana air limbah 

masih belum sesuai.  

4.  Sindriani 

Dakhi, 

2023 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik Di 

Kecamatan 

Tualang (Studi 

Kasus Perda 

Kab.Siak No.1 

Tahun 2017) 

Menganalisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik Di 

Kecamatan Tualang 

(Studi Kasus Perda 

Kab.Siak No.1 

Tahun 2017) dengan 

menggunakan teori 

Van Meter Van 

Horn. 

Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan air 

limbah domestik di 

kecamatan tualang 

belum 

terimplementasi 

dengan optimal 

karena belum adanya 

sarana dan prasarana 

yang memadai dimana 

hanya terdapat satu 

truk dalam satu 

kabupaten serta 

rendah-nya partisipasi 

dari masyarakat. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 

Berkaitan dengans konteks relevansi masalah penelitian, terdapat perbedaan 

dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan memiliki persamaan tema 
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penelitian yaitu pengelolaan air limbah domestik dengan metode kualitatif. 

Adapun perbedaan penelitian berada pada lokus penelitian yang memiliki 

kondisi dan metode yang mempengaruhi hasil penelitian karena kondisi 

geografis dan budaya masyarakat yang berbeda dapat berdampak signifikan 

pada proses implementasi kebijakan. Selain itu, adanya penggunaan teori 

implementasi kebijakan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

 

 

 

2.2 Kebijakan Publik 

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik  

Kehidupan bersama dalam suatu negara hendaknya harus diatur agar 

terwujudnya kehidupan yang harmonis dan menjawab kebutuhan 

masyarakat melalui suatu aturan yang dipahami sebagai kebijakan 

publik. Kebijakan publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam 

menjalankan tugas-tugas dalam pemerintahan dalam bentuk peraturan 

maupun keputusan dalam menanggapi suatu permasalahan publik. 

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas 

publik dan dilaksanakan dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang 

mencakup langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pemerintah 

sebagai penyelenggara negara. Fokus dari kebijakan publik adalah 

pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang 

banyak.  

Anderson (dalam Ravyansah dkk, 2022) mendefinisikan kebijakan 

sebagai tindakan seorang aktor dalam kegiatan tertentu untuk mengatasi 

persoalan yang ada. Menurut Charles O. Jones (1984), istilah kebijakan 

sering digambarkan dengan tujuan (goals), keputusan (decisions), 

standard, program, proposal dan grand design. Sedangkan publik 

berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, 

masyarakat, atau negara. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan 

yang mengikat bagi banyak individu dalam konteks strategis atau secara 

umum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam ranah publik. 
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Pelayanan masyarakat menjadi point sentral dalam kebijakan publik di 

negara modern. Pelayanan publik merupakan hal yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat secara keseluruhan.  

Kebijakan publik menurut Dye (1975) merupakan segala sesuatu yang 

dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

apapun (Prabawati dkk, 2015). Segala sesuatu tersebut berupa segala 

aturan dalam kehidupan bersama antar hubungan masyarakat dengan 

masyarakat lainnya atau masyarakat dengan pemerintah dalam arti 

mencapai tujuan masyarakat luas. Selain itu Dye juga mengungkapkan 

bahwa suatu kebijakan publik harus didesain dengan tujuan 

menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan atau 

permasalahan masyarakat baik individu ataupun kelompok.  

Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik merupakan suatu 

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan atau 

terus-menerus untuk kepentingan masyarakat agar dapat berpartisipasi 

dalam pembangunan secara luas (Meutia, 2017). Berdasarkan hal 

tersebut, diartikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang 

dilakukan untuk memberdayakan berbagai sumber daya atau instrumen 

yang ada untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut David Easton 

(1969), kebijakan publik merujuk pada distribusi nilai-nilai kekuasaan 

kepada seluruh masyarakat, di mana hanya pemerintah yang memiliki 

wewenang untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat. (Meutia, 

2017). Definisi tersebut dapat diartikan sebagai proses manajemen yang 

merupakan serangkaian kerja pejabat publik. Menurut definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli, kebijakan publik dapat disimpulkan 

sebagai tindakan pemerintah dalam berbagai bentuk yang bertujuan 

untuk menyelesaikan masalah yang memengaruhi kepentingan 

masyarakat secara luas.  
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2.2.2 Jenis Kebijakan Publik 

Para pakar kebijakan menjelaskan jenis kebijakan publik dalam 

berbagai sudut pandang. Anderson (dalam (Meutia, 2017) 

mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut: 

a. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural 

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang dilihat dari substansi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, mencakup berbagai 

hal yang harus dilakukan oleh publik. Sedangkan, kebijakan 

prosedural berkaitan dengan cara pelaksanaan kebijakan substantif. 

Dengan demikian, kebijakan prosedural dapat dianggap sebagai 

kelanjutan atau pelaksanaan dari kebijakan substantif, yang berisi 

ketentuan-ketentuan untuk menjalankan kebijakan substantif 

tersebut. 

b. Kebijakan distributif, kebijakan redistributif, dan kebijakan 

regulatori 

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang mengatur terkait 

pelayanan dan timbal balik kepada kelompok sasaran atau  

masyarakat. Kebijakan tersebut mengalokasikan sumber daya, 

manfaat, serta hak kepada suatu kelompok atau individu. Sedangkan 

kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur terkait 

dengan alokasi atau pemindahan kekayaan, kepemilikan, atau hak-

hak di antara kelompok atau individu dengan cara mengambil dari 

suatu kelompok individu dan memberikannya kepada kelompok 

atau individu lain. Sementara itu, kebijakan regulatif adalah 

kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengendalikan perilaku atau 

aktivitas masyarakat dengan memberikan aturan, standar atau 

sanksi. Kebijakan tersebut berupa pembatasan atau larangan 

terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat.  

c. Kebijakan Material dan kebijakan simbolik 

Kebijakan materal merupakan kebijakan yang mengatur terkait 

penglokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata 
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bagi penerimanya dan memberikan keuntungan kepada kelompok 

sasaran. Sementara kebijakan simbolik adalah kebijakan yang 

menawarkan manfaat simbolis kepada kelompok yang menjadi 

target kebijakan tersebut.. 

d. Kebijakan Barang  Publik dan Barang Privat 

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur 

penyediaan atau pemberian barang atau layanan oleh pemerintah 

untuk kepentingan umum. Di sisi lain, kebijakan kebutuhan privat 

adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa oleh 

pihak swasta untuk kepentingan khusus atau pasar bebas. 

Pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif 

atau distributif, tergantung pada konteks dan tujuannya. Pengelolaan air 

limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif karena fokus 

utamanya adalah pada penetapan standar atau aturan terkait kualitas air 

dan cara pengelolaan limbah untuk melindungi lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. Kebijakan substansif dalam hal ini mencakup 

penetapan regulasi lingkungan, standar kualitas air, teknologi 

pengolahan limbah yang efektif, dan upaya untuk memastikan bahwa 

air limbah diolah secara memadai sebelum dilepaskan kembali ke 

lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan air limbah dapat dipandang 

sebagai kebijakan distributif karena berusaha untuk mendistribusikan 

manfaat atau beban pengelolaan air limbah secara adil di antara anggota 

masyarakat seperti menyediakan infratsruktur bagi masyarakat untuk 

mengakses layanan pengelolaan air limbah. Dengan demikian, 

pengelolaan air limbah dapat dipandang sebagai kebijakan substansif 

dan distributif. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut 

mempertimbangkan aspek teknis (substansif) dan sosial-ekonomi 

(distributif) dari pengelolaan sumber daya air limbah. 

2.2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Pembuatan kebijakan publik melibatkan berbagai proses dengan 

variabel yang harus dikaji. Suatu kebijakan publik diterapkan melalui 



   13 
 

proses yang cukup panjang dan proses tersebut melalui beberapa 

tahapan yang sangat penting. Adapun tahapan-tahapan dalam kebijakan 

publik dalam Winarno (2012) adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi masalah kebijakan  

Identifikasi masalah merupakan kegiatan mengidentifikasi apa yang 

menjadi urgensi publik dan menjadi tuntutan pemerintah untuk 

menentukan tindakannya. 

b. Penyusunan agenda 

Penyusunan agenda merupakan penentuan masalah publik yang 

memerlukan respon dan pertimbangan dari stakeholders untuk 

kemudian diteruskan ke tahap sebelumnya. 

c. Perumusan kebijakan 

Masalah publik yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan 

akan dijelaskan secara lebih rinci untuk mencari alternatif solusi 

oleh para pembuat kebijakan. 

d. Pengesahan kebijakan  

Proses pengesahan kebijakan merupakan pemilihan alternatif 

kebijakan yang menjadi kebijakan untuk diimplementasikan. Dalam 

proses tersebut terdapat pemberian otorisasi kepada proses dasar 

pemerintah. 

e. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan solusi alternatif 

untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh lembaga administrasi 

dan agen pemerintah, dengan menggerakkan sumber daya yang 

tersedia. 

f. Evaluasi kebijakan 

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-

pemerintah, termasuk masyarakat umum, adalah mengevaluasi 

sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil memecahkan 

masalah yang ada. 

Dalam penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada tahap implementasi 

kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam 
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tentang bagaimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten 

Pringsewu dijalankan. Ini mencakup mengidentifikasi pihak-pihak yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, pemahaman tentang peran dan tanggung 

jawab mereka dalam implementasi, serta penelusuran faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

 

 

 

2.3 Implementasi Kebijakan 

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi menjadi tahap yang sangat penting dalam seluruh tahapan 

implementasi. Tahap ini menjadi tahap yang sangat penting karena pada 

tahap tersebut kebijakan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III (19080) 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena suatu 

kebijakan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan cara-cara demokratis belum 

tentu berhasil apabila tidak diimplementasikan dengan baik dan benar.  

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018), 

implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

(pejabat) atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta, 

yang bertujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dalam kebutuhan kebijakan. Tindakan tersebut melibatkan 

upaya-upaya keputusan yang diambil dari proses perumusan kegiatan 

menjadi operasional dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tersebut 

juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya 

menyangkut badan administrasi saja melainkan berbagai aktor 

masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Oleh karena itu, proses 

pelaksanaan kebijakan menjadi elemen penting dalam ranah kebijakan 

publik. 

Implementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dunn menyatakan bahwa 
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implementasi kebijakan publik merupakan proses yang direncanakan 

seiring dengan pembuatan kebijakan tersebut. Implementasi yang 

efektif diharapkan dapat menghasilkan dampak atau manfaat bagi 

targetnya. Namun, tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan 

dengan baik karena seringkali implementasi lebih rumit daripada 

perumusannya. Selain itu, dalam proses perumusan kebijakan terkadang 

terdapat asumsi-asumsi yang sulit dilaksanakan dalam implementasi. 

Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara apa yang 

direncanakan dalam perumusan kebijakan dengan kenyataan 

implementasinya, yang disebut sebagai "implementing gap". 

Implementing gap ini membuat sulitnya mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam kebijakan. 

Menurut Hogwood dan Gunn, terdapat beberapa alasan suatu kebijakan 

dikatakan gagal, yaitu: 

1. Tidak dilaksanakannya kebijakan sebagaimana yang direncanakan 

(non-implementation) dapat terjadi ketika suatu kebijakan tidak 

dijalankan sesuai dengan perencanaan karena berbagai alasan, 

seperti kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat 

sehingga tidak efektif. 

2. Tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses kebijakan 

(unseccessful implementation), terjadi ketika suatu kebijakan telah 

dijalankan sesuai dengan perencanaan, namun mengalami 

kegagalan karena adanya kondisi eksternal yang tidak mendukung. 

Resiko kegagalan dalam kebijakan publik sering disebabkan oleh 

implementasinya yang buruk (bad implementation), kebijakan yang 

kurang baik (bad policy), atau faktor keberuntungan yang kurang baik 

(bad luck). Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh berbagai variabel atau faktor yang saling terkait. Penilaian 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan bisa dilihat melalui 

model implementasi, di mana kompleksitas masalah diselesaikan 

dengan menggunakan model tertentu. Kebijakan pengelolaan air limbah 
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domestik merupakan kebijakan yang melibatkan model top down dan 

bottom up karena dimulai dari bawah dengan melihat adanya kebutuhan 

akan pengelolaan sanitasi aman di tengah masyarakat. Permasalahan 

terkait sanitasi diformulasikan oleh pemerintah untuk menjadi solusi 

terkait permasalahan sanitasi, yaitu melalui kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik yang telah diimplementasikan pada tahun 2016. 

Kebijakan tersebut melibatkan masyarakat mulai dari awal proses 

hingga pada pelaksanaannya karena bersifat swakelola. 

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan 

Model implementasi kebijakan adalah kerangka atau indikator yang 

digunakan untuk menganalisis proses implementasi suatu kebijakan. 

Setiap pendekatan memiliki model kerangka kerja yang 

menghubungkan kebijakan dengan hasil yang diinginkan dari kebijakan 

tersebut. Model implementasi kebijakan berfungsi sebagai alat untuk 

menjelaskan situasi setelah kebijakan diterapkan, sehingga dapat 

dievaluasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Terdapat 

beberapa pandangan dari para ahli mengenai model implementasi 

kebijakan, di antaranya: 

1) Model Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn 

Van Meter dan Van Horn, seperti yang dijelaskan dalam Kasmad 

(2018), menguraikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung 

secara linear, dimulai dari keputusan politik, dilanjutkan oleh 

pelaksanaan, dan akhirnya mencapai kinerja publik. Implementasi 

dianggap sebagai pencapaian performa kebijakan yang disengaja 

untuk mencapai tingkat kinerja kebijakan yang optimal dengan 

mempertimbangkan berbagai indikator. Menurut Van Meter dan 

Van Horn (dalam Kasmad, 2018), proses implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh karakteristik dari kebijakan itu sendiri. Van Meter 

dan Van Horn (1975) menghubungkan model konseptual antara 

kebijakan dan kinerja kebijakan. Dalam menghubungkan kebijakan 
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dan kinerja kebijakan, terdapat sejumlah variabel bebas yang saling 

terkait, termasuk: 

a) Standar, tujuan dan sasaran 

Keberhasilan kinerja kebijakan dapat diukur dengan memastikan 

bahwa ukuran dan tujuan dari kebijakan publik sesuai dengan 

budaya sosial di lingkungan di mana kebijakan tersebut 

dilaksanakan. Standar atau ukuran dasar menjadi acuan yang 

berguna untuk menggambarkan tujuan kebijakan secara rinci 

dan komprehensif.  

b) Sumber daya 

Pada tahap implementasi, diperlukan sumber daya yang 

berkualitas dan sesuai dengan kinerja kebijakan. Menurut Van 

Meter dan Van Horn (dalam Kasmad, 2018), sumber daya yang 

penting meliputi sumber daya manusia, finansial, dan waktu. 

Ketiga sumber daya ini saling berpengaruh dan perlu seimbang 

dalam keberadaannya.  

c) Karakteristik pelaksanaan 

Karakteristik para pelaksana kebijakan, seperti norma, struktur 

birokrasi, dan pola hubungan yang terbentuk dalam birokrasi, 

akan memengaruhi proses implementasi. Oleh karena itu, para 

pelaksana kebijakan harus disesuaikan dengan konteks 

kebijakan yang ada. Selain itu, jangkauan wilayah kebijakan 

juga memengaruhi agen pelaksana kebijakan. Semakin luas 

jangkauan implementasi kebijakan, semakin banyak pelaksana 

yang terlibat di dalamnya. 

d) Sikap atau kecenderungan para pelaksana 

Sikap agen pelaksana, baik itu berupa penerimaan atau 

penolakan, memiliki dampak yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Kebijakan yang diterapkan tidak selalu 

merupakan hasil dari masukan langsung dari masyarakat yang 
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merasakan permasalahan yang dihadapi, sehingga mungkin 

terjadi penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. 

e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana 

Kebijakan akan berhasil jika para pelaksana implementasi dapat 

memahami standar, tujuan, dan sasaran kebijakan dengan baik. 

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pelaksana 

kebijakan akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, 

dan sebaliknya.  

f) Faktor lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik) 

Aspek lain yang penting untuk menilai kinerja implementasi 

adalah sejauh mana lingkungan mendukung kesuksesan 

kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan 

kebijakan, pengaruh lingkungan seperti faktor ekonomi, sosial, 

dan politik harus dipertimbangkan agar implementasi kebijakan 

dapat berhasil. 

2) Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III 

Edward III (1980) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan proses yang sangat penting dalam suatu kebijakan dan 

harus direncanakan serta dipersiapkan secara baik sehingga akan 

terimplementasi dengan baik. Menurutnya, tanpa keputusan 

implementasi yang efektif, pencapaian kesuksesan dalam kebijakan 

tidak akan tercapai. Edward III mengidentifikasi empat indikator 

yang saling terkait dan harus dikerjakan secara bersamaan, yaitu:: 

a) Komunikasi 

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran dan 

tujuan kebijakan mampu dipahami oleh pihak yang terlibat 

dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dibutuhkan suatu 

komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan sasaran 

kebijakan sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
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penyimpangan dalam implementasi dan terwujudnya 

implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. 

b) Sumber daya 

Menurut Edward III, sumber daya memiliki implikasi yang 

bersifat ekonomis dan teknologis. Komponen-komponen 

sumber daya ini mencakup jumlah staf yang tersedia, 

kompetensi pelaksana kebijakan, ketersediaan informasi yang 

memadai dan relevan, adanya kewenangan yang memastikan 

kelancaran program, serta tersedianya fasilitas sarana dan 

prasarana yang diperlukan. 

c) Disposisi atau sikap pelaksana 

Disposisi merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat 

demokratis. Ketika pelaksanaan kebijakan menunjukkan sikap 

atau karakteristik yang positif, dan ada dukungan dari para 

pelaksana terhadap kebijakan, maka pelaksana kebijakan dapat 

melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

d) Struktur birokrasi 

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008), terdapat dua 

karakteristik utama dalam struktur birokrasi, yaitu SOP 

(Standard Operating Procedure) atau prosedur kerja internal 

yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan dengan standar 

tindakan yang telah ditetapkan, dan fragmentasi yang mencakup 

bagian eksternal di luar unit birokrasi seperti komite legislatif, 

pejabat eksekutif, konstitusi negara, serta sifat kebijakan yang 

memengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. 

3) Model Implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980) 

Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

publik diukur berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
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(Agustin, 2016). Menurut Grindle, tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan ditentukan oleh dua hal, yaitu: 

a. Proses, berkaitan dengan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. 

b. Tujuan kebijakan, berkaitan dengan dampak dari kebiajakn 

tersebut kepada masyarakat dengan tingkat perubahan yang 

terjadi pada masyarakat. 

Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

publik tergantung pada tingkat pelaksanaan kebijakan itu sendiri, 

dengan indikator pengukuran sebagai berikut. 

a) Isi kebijakan (Content of Policy) yang terdiri dari: 

1. Pengaruh Kepentingan, yang menyoroti berbagai kepentingan 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan seberapa besar 

pengaruh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap 

implementasi kebijakan. 

2. Manfaat yang Diperoleh, mengacu pada upaya kebijakan 

untuk menunjukkan bahwa pelaksanaannya akan 

menghasilkan beberapa manfaat positif dalam kebijakan 

publik. 

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan, mengacu pada seberapa 

besar perubahan yang diharapkan terjadi melalui pelaksanaan 

kebijakan tersebut, dengan adanya skala yang jelas untuk 

mengukurnya. 

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan, menekankan pentingnya 

peran pengambil keputusan dalam proses tersebut. Oleh 

karena itu, perlu dijelaskan di mana posisi pengambilan 

keputusan dari kebijakan yang diimplementasikan. 

5. Pelaksana Program, menyoroti pentingnya keberadaan 

pelaksana kebijakan yang kompeten dan terampil untuk 

mendukung keberhasilan program. 

6. Sumber Daya yang Digunakan, yang dapat mendukung 

implementasi kebijakan. 
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b) Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) yang 

terdiri dari: 

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Stakeholder. Perlu 

memperhitungkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang 

digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai 

pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika tidak 

diperhitungkan, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan 

kebijakan. 

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa. Lingkungan kebijakan 

memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, dan karakteristik lembaga yang berperan juga 

memengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

3. Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana, merujuk pada 

sejauh mana pelaksana mematuhi kebijakan dan 

memberikan respons terhadap kebijakan publik. 

4) Model Implementasi Kebijakan oleh Jones (1984) 

Menurut Jones (1984), mendefinisikan implementasi sebagai 

serangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu program dengan 

tujuan menimbulkan atau memberikan efek atau dampak tertentu. 

Implementasi menjadi tindakan dalam melaksanakan suatu konsep 

dengan sasaran mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan yang 

ada. Menurut Jones (1984) terdapat tiga pilar utama dalam 

implementasi kebijakan yang dianggap sangat penting, yaitu: 

a) Pilar Organisasi 

Pilar organisasi adalah upaya dalam membentuk atau mengatur 

kembali struktur suatu organisasi dengan tujuan mencapai hasil 

yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, 

organisasi merujuk pada unit-unit kerja, pembagian tugas yang 

di dalamnya yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, 

serta fasilitas dan infrastruktur yang ada. 
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1) Sumber daya 

Sumber daya penting dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi 

personel yang memadai, baik dari segi jumlah maupun 

keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan tugas 

mereka, sumber daya finansial, serta fasilitas yang 

digunakan dalam implementasi kebijakan. 

2) Unit-unit atau kesatuan antar pelaksana 

Struktur organisasi bertujuan untuk mengelola dan 

mendistribusikan tugas di antara anggota organisasi 

sehingga aktivitasnya dapat berjalan lancar dan mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Penyusunan struktur atau unit-unit 

harus diatur dengan peraturan yang jelas untuk mencegah 

terjadinya birokrasi yang dapat mengganggu wewenang, 

fungsi, bagian, atau posisi dalam organisasi (Jones, 1984). 

3) Metode-metode 

Dalam implementasi kebijakan, metode digunakan untuk 

memahami bagaimana dinamika dan fungsi organisasi 

berperan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan 

menggunakan metode yang sesuai, sebuah organisasi dapat 

meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan 

kebijakan tersebut. 

b) Pilar Interpretasi 

Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat diterima dan 

dimengerti oleh penerima kebijakan, diperlukan interpretasi 

sebagai usaha untuk mengkomunikasikan kebijakan dengan 

efektif kepada penerima kebijakan. Hal ini bertujuan agar tata 

cara dan peraturan dalam kebijakan dapat dipahami dengan 

baik. Pilar ini melibatkan proses komunikasi, pengenalan 

konsep, dan penjelasan tugas-tugas untuk memastikan 

pemahaman yang seragam di antara semua pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan dan penerimaan kebijakan. Oleh karena itu, 
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penting untuk membangun pemahaman bersama di antara para 

pelaksana. Dengan penafsiran yang tepat, kebijakan yang pada 

awalnya bersifat abstrak dapat dijabarkan menjadi kebijakan 

yang lebih teknis sehingga lebih mudah dipahami oleh para 

pelaksana dan penerima kebijakan. 

c) Pilar aplikasi atau penerapan 

Pelaksanaan kebijakan seringkali merupakan proses yang 

dinamis di mana para pelaksana mengikuti panduan program 

atau situasi aktual. Dalam pelaksanaan tersebut, diharapkan 

adanya tanggapan dari kelompok sasaran agar dapat dievaluasi 

apakah lingkungan mendukung atau menolak pelaksanaan serta 

dampak dari kebijakan tersebut. Karena itu, pelaksanaan 

kebijakan bukanlah tugas yang mudah, dan seringkali 

melibatkan tantangan yang harus diatasi oleh para pelaksana. 

Kegiatan pelaksanaan mencakup penyediaan layanan secara 

berkala, pengeluaran dana, atau tindakan lain sesuai dengan 

tujuan dan sumber daya yang tersedia dalam kebijakan (Jones, 

1984). 

Setiap ahli memiliki faktor-faktor yang menonjol berdasarkan konteks 

lingkungan kebijakan yang diimplementasikan. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih model implementasi yang dikemukakan oleh Jones 

(1984) karena model ini dipengaruhi oleh tiga pilar kunci, yaitu 

organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Pemilihan model ini didasarkan pada 

kesesuaian indikator model implementasi kebijakan dan tujuan 

penelitian yang berkaitan dengan kegiatan swakelola pelaksanaan 

kebijakan mulai dari ketersediaan sumber daya, kondisi organisasi 

pelaksana, hingga penerapan. Sehingga dalam hal ini, teori Jones (1984) 

yang terdiri dari pilar organisasi, pilar interpretasi, dan pilar aplikasi 

dapat membantu menjelaskan permasalahan-permasalahan dari 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.   
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2.4  Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik  

2.4.1 Definisi Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu bentuk program 

sanitasi berbasis masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD). SPALD adalah sistem pelayanan sanitasi yang 

menyediakan pengelolaan air limbah untuk sekelompok rumah tangga 

melalui jaringan pipa, serta memiliki fasilitas pengolahan limbah di 

dalamnya. SPALD terdiri dari SPALD-S untuk wilayah dengan 

kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha dan SPALD-T dibangun di 

wilayah dengan kepadatan penduduk diatas 150 jiwa/ha. SPALD 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 

Pengolahan limbah dengan SPALD pada umumnya dibangun untuk 

daerah perkotaan. Namun melihat fakta masih banyaknya perilaku 

BABS dan perilaku masyarakat yang masih rendah terhadap 

pemeliharaan limbah, SPALD kini dibangun di daerah pedesaan yang 

memiliki indikator kumuh, kemiskinan ekstrem dan minimnya lahan 

untuk pembuangan limbah. (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023). 

Pengelolaan air limbah domestik dilakukan untuk melindungi kualitas 

air lingkungan sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan 

bentuk infrastruktur sanitasi aman. Kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang 

menghubungkan saluran pipa dari setiap rumah ke instalasi 

pembuangan air limbah tunggal. Kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik menyediakan dua unit bak control yang menjadi pintu 

sambungan rumah, dua unit tersebut terbagi untuk limbah black water 

berupa kotoran manusia serta grey water yang merupakan hasil dari 

kegiatan mandi, cuci, kakus. Kebijakan ini tentunya didukung degan 

bantuan penyediaan jamban dari masyarakat sehingga pelaksanaan 
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pengelolan air limbah domestik menjadi optimal. Berikut skema 

infratsuktur dari SPALD. 

 

SPALD terdiri dari sub siste pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan 

sub sistem pengolahan terpusat.  

a) Subsistem pelayanan adalah fasilitas yang digunakan untuk 

mengalirkan air limbah domestik dari setiap rumah ke dalam sistem 

pengumpulan melalui jaringan pipa. Subsistem pelayanan ini 

mencakup dua bak kontrol di setiap rumah. 

Gambar 1. Skema Teknis Pengelolaan Air 

Limbah Domestik melalui SPALD 

Sumber: Nawasis, 2020. 

Gambar 2. Sub Sisten Pelayanan SPALD 

Sumber: Nawasis, 2020 
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b) Subsistem pengumpulan adalah fasilitas yang berperan dalam 

mengalirkan air limbah domestik melalui jaringan pipa dari 

subsistem pelayanan menuju subsistem pengolahan. Jaringan pipa 

ini ditempatkan pada beberapa titik yang dihitung berdasarkan 

kebutuhan. 

c) Subsistem pengolahan adalah infrastruktur dan fasilitas yang 

digunakan untuk memproses air limbah domestik yang telah 

dialirkan dari subsistem pengumpulan. Subsistem pengolahan ini 

juga dikenal sebagai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). 

Proses pengolahan dilakukan melalui pengolahan fisik, biologis, 

dan kimiawi. Buangan dari sub sistem pengolahan merupakan air 

yang telah sesuai dengan baku mutu air yang dialirkan ke sungai 

maupun persawahan. 

 

Gambar 3. Sub Sistem Pengumpulan SPALD 

Sumber: Nawasis, 2020 

Gambar 4. Sub Sistem Pengolahan SPALD 

Sumber: Nawasis, 2020 



   27 
 

2.4.2 Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk 

meningkatkan jangkauan layanan sanitasi dengan meningkatkan 

penyediaan infrastruktur dasar untuk pengelolaan air limbah. Output 

dari kebijakan diantaranya: 

a) Menekan pencemaran lingkungan 

b) Meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan 

c) Memperkuat upaya dalam menjaga keberlangsungan fungsi 

lingkungan hidup 

d) Meningkatkan mutu kesehatan lingkungan permukiman 

e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan 

f) Memperluas jangkauan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas air 

limbah 

g) Memperkuat partisipasi masyarakat dan sektor bisnis 

 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Kabupaten Pringsewu telah mencapai status Open Defecation Free (ODF) di 

Pulau Sumatera dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 

2 tahun 2020. Kabupaten Pringsewu telah menerima penghargaan atas 

upayanya dalam pemenuhan sanitasi, penghargaan kategori Peningkatan 

Kebutuhan Sanitasi (demand creation) dalam STBM Awards pada tahun 

2020, yang merupakan apresiasi atas upaya percepatan sanitasi yang 

diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, 

Kabupaten Pringsewu juga meraih penghargaan dalam Kategori ILBK 

(Infrastruktur Livelihood Berbasis Kawasan) Terbaik dalam KOTAKU 

Awards pada tahun 2023 yang di dalamnya termasuk pengelolaan air limbah. 

Meskipun hal tersebut mencerminkan pelaksanaan sanitasi yang baik, 

capaian sanitasi di daerah tersebut masih di bawah target, dengan hanya 

mencapai 4,8% serta menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA). Beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di 
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Kabupaten Pringsewu seperti rendahnya kesadaran masyarakat terkait 

sanitasi aman dan kurangnya akses masyarakat akan sarana sanitasi aman. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti ingin melihat 

bagaimana proses implementasi kebijakan dengan pendekatan Jones (1984) 

terkait dengan implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Organisasi 

Dalam pelaksanaan kebijakan, organisasi memainkan peran penting 

dalam menetapkan struktur unit-unit kerja, menugaskan tugas-tugas 

kepada masing-masing unit, termasuk alokasi sumber daya manusia, 

keuangan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam organisasi. 

2. Interpretasi 

Proses komunikasi, sosialisasi, dan penjelasan tugas-tugas yang jelas 

adalah kunci dalam memastikan pemahaman yang menyeluruh oleh 

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, serta penerima 

kebijakan, tentang pedoman pelaksanaannya. 

3. Aplikasi 

Aplikasi merupakan sebuah proses yang dinamis di mana para pelaksana 

dipandu oleh pedoman program atau standar yang telah ditetapkan, serta 

terkadang diarahkan oleh kondisi aktual. Dalam proses ini, diharapkan 

akan timbul respons dari kelompok sasaran (target group). 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perda Kabupaten Pringsewu No 2 tahun 2020 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 

Faktor pendukung 

dan penghambat 

kebijakan 

pengelolaan air 

limbah domestik di 

Kabupaten 

Pringsewu 

Implementasi 

kebijakan 

publik Charles 

O. Jones (1984) 

a. Organisasi 
b. Interpretasi 
c. Aplikasi 

Peningkatan cakupan sanitasi 

aman di Kabupaten Pringsewu 

Permasalahan pengelolaan air limbah di 

Kabupaten Pringsewu: 

a. Target sanitasi aman yang tidak terpenuhi 

b. Masyarakat yang menolak 

c. Perawatan infrastruktur yang tidak baik  
 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik di 

Kabupaten Pringsewu 

Gambar 5. Kerangka Pikir 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif 

untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

air limbah domesti. Metode tersebut sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik dalam peningkatan 

cakupan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu. Penerapan pendekatan ini 

bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 

Dengan penggunaan pendekatan kualitatif akan diperoleh secara menyeluruh 

terkait dengan tahapan kebijakan publik dari awal hingga akhir. Tujuan 

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses serta mengungkapkan makna dari setiap fenomena dalam 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan persepsi 

masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang tentunya didukung 

oleh teori yang dalam kerangka pikir.  

 

 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini membatasi pada proses pengumpulan data, sehingga data 

yang dikumpulkan akan lebih terfokus dan spesifik. Penelitian ini terutama 

menekankan pada proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Jones (1984), yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai rangkaian 

aktivitas atau tindakan untuk menerapkan suatu program dengan tujuan 
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tertentu. Menurut Jones, implementasi kebijakan melibatkan tiga aktivitas 

utama yang sangat krusial, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi. 

3.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam 

Meningkatkan Cakupan Sanitasi Aman di Kabupaten Pringsewu 

Implementasi kebijakan berdasarkan pandangan Jones (1984) 

1. Organisasi, pilar ini terdiri dari sumber daya, unit-unit, serta 

metode. Dalam penelitian ini mencakup tentang: 

a) Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan air limbah domestik meliputi sumber daya manusia, 

sumber daya finansial, dan sarana pendukung. Sumber daya 

manusia mencakup kemampuan dan ketersediaan aktor-aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pengelola dan 

Pemanfaat (KPP), serta masyarakat setempat. Sumber daya 

finansial meliputi anggaran yang digunakan berdasarkan 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 baik dalam tahap 

konstruksi maupun operasional. Kemudian ketersediaan fasilitas 

penunjang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. 

b) Unit-Unit atau struktur, yaitu terkait penataan tatalaksana 

organisasi, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan 

terukur, serta pola hubungan yang menunjukkan kedudukan, 

tugas, serta tanggung jawab masing-masing unit organisasi 

dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik 

seperti Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, KSM, dan KPP. 

c) Metode, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang  

disesuaikan dengan visi dan misi kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik yaitu terbangunnya sarana dan prasarana 

sanitasi yang berbasiskan kepada masyarakat serta bagaimana 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan 



   32 
 

menggunakan sumber daya secara efektif sesuai dengan visi dan 

misi tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pendekatan yang 

persuasif kepada masyarakat serta mengubah secara sistematis 

dan konsisten pola pikir dan budaya masyarakat Kabupaten 

Pringsewu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik.  

2. Interpretasi 

Dalam konteks interpretasi, yang akan dilihat adalah pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu 

berkaitan dengan sejauh mana terdapat pemahaman yang konsisten 

antara pelaksana dan penerima terhadap peran masing-masing. 

Pentingnya proses penyampaian informasi, sosialisasi, dan 

kejelasan tugas menjadi kunci, yang dilakukan melalui komunikasi 

yang efektif. Selain itu, konsistensi pelaksana juga menjadi faktor 

penting untuk memastikan kesesuaian antara apa yang direncanakan 

dan apa yang dilaksanakan dalam kebijakan tersebut. 

3. Aplikasi atau Penerapan 

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik di Kabupaten Pringsewu, aplikasi kebijakan menjadi 

proses dinamis di mana para pelaksana diarahkan oleh pedoman 

kebijakan. Melalui aplikasi ini, dapat dievaluasi apakah lingkungan 

menerima atau menolak implementasi serta hasil dari kebijakan 

tersebut. Khususnya terkait dengan kegiatan perawatan rutin 

SPALD, pembayaran iuran, dan kegiatan monitoring dan evaluasi, 

serta pertemuan rutin dari kelompok sasaran penerima SPALD. 

Semua ini dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 20 

Tahun 2020 tentang pengelolaan air limbah domestik tahun 2020. 
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3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Air Limbah Domestik  

Penelitian ini membahas terkait dengan faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Pringsewu karena Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu 

kabupaten yang telah berstatus ODF (Open Defecation Free) di Pulau 

Sumatera sehingga harus melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. 

Selain itu, Kabupaten Pringsewu telah memperoleh penghargaan terkait 

dengan pencapaian sanitasi dalam STBM Award pada tahun 2020. Namun, 

masih terdapat pertumbuhan sanitasi aman yang cukup lambat apabila dilihat 

dari gap yang ada dari pertumbuhan sanitasi setiap tahunya. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi aman di Kabupaten 

Pringsewu. Pemilihan lokasi pekon ditentukan berdasarkan rekomendasi dari 

dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai 

pekon dengan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang cukup baik 

dan kurang baik, dengan titik lokasi pekon yaitu Pekon Sidoharjo, Pekon 

Ambarawa Barat, Pekon Rejosari, dan Pekon Waluyojati. 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Data primer 

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian, dalam hal ini melalui wawancara dan observasi yang 

kemudian dianalisis oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini dari 

subjek baik secara individu maupun kelompok. Penentuan data primer 
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sering kali dilakukan melalui metode purposive sampling, di mana 

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan 

wawancara untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan 

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada dokumen-dokumen 

tertulis seperti surat keputusan, catatan-catatan, arsip, buku-buku 

literatur, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik 

penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah 

literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik dalam meningkatkan cakupan sanitasi. Sumber data 

sekunder tersebut diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu 

serta arsip lainnya yang terkait. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, dengan teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden 

terkait implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten 

Pringsewu. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi secara 

langsung terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen 

resmi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. 

3.5.1 Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti 

secara aktif terlibat dalam situasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik untuk meningkatkan cakupan sanitasi aman di 

Kabupaten Pringsewu. Data yang diperoleh dari observasi ini mencakup 

informasi tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, 
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kondisi, proses, dan pemeliharaan instalasi terkait. Observasi ini 

melibatkan pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, 

fenomena alam, dan jumlah responden yang tidak terlalu besar, 

sehingga merupakan proses pengamatan yang kompleks. 

Tabel 4. Daftar Observasi Lokasi Penelitian 

No. Kegiatan Observasi Hasil 

1. Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 

Januari 2024 di Pekon Waluyojati dan 

Pekon Sidoharjo. Peneliti melakukan 

pengamatan terkait dengan lokasi fisik 

dari SPALD. Berdasarkan pengamatan 

tersebut diketahui bahwa SPALD di 

Pekon Waluyojati masih tampak bersih 

dan baik. Kemudian SPALD di Pekon 

Sidoharjo keadaannya cukup kotor dan 

dijadikan sebagai gudang oleh warga 

sekitar.   

2. Pengamatan dilakukan pada tanggal 25 

Januari 2024 di Pekon Waluyojati dan 

Pekon Sidoharjo. Peneliti melakukan 

pengamatan di Bak Kontrol beberapa 

rumah warga.   

3. Pengamatan dilakukan pada tanggal 29 

Januari 2024 di Pekon Rejosari dan 

Pekon Ambarawa. Berdasarkan 

pengamatan tersebut diketahui bahwa 

SPALD di Pekon Rejosari masih tampak 

baik namun terdapat luapan air dan 

berbau. Kemudian SPALD di Pekon 

ambarawa barat masih cukup bersih dan 

baik meskipun berbau. Kedua SPALD 

juga telah memiliki saluran keluaran 

yang dialirkan ke sawah. 

 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 

3.5.2 Wawancara  

Dalam upaya memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam, 

peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan mengacu 

pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan akan 

diajukan kepada informan secara langsung. Proses wawancara 

dilakukan dengan beberapa informan yang dipilih berdasarkan 

rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan kebijakan 
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pengelolaan air limbah domestik. Sebagai hasilnya, empat pekon di 

Kabupaten Pringsewu dipilih sebagai sampel untuk penelitian ini, 

berikut daftar informan yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 5. Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan Tanggal Fungsi Informan 

1.  Andhika 

Perangin 

Angin, 

S.Kom., 

M.M  

Kasubag 

Perencanaan 

Dinas PUPR 

Kabupaten 

Pringsewu 

24 Januari 

2024 

Pemahaman terkait 

kebijakan pengelolaan 

air limbah domestik. 

2.  Hari 

Wahyudi, 

S.Ars. 

Kasi Bidang 

Cipta Karya  

24 Januari 

2024 

Pemahaman terkait 

regulasi dan pelaksa-

naan pengelolaan air 

limbah domestik. 

3.  Ferly 

Prambudio 

Sekretaris 

Desa Pekon 

Rejosari 

29 Januari 

2024 

Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan air limbah 

domestik mulai dari 

perencanaan hingga 

pelaksanaan di Pekon 

Rejosari. 

4.  Budoyo Kasi 

Perencanaan 

Pekon 

Ambarawa 

Barat 

29 Januari 

2024 

Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan air limbah 

domestik mulai dari 

perencanaan hingga 

pelaksanaan di Pekon 

Ambarawa Barat. 

5.  Budi 

Laksana 

Kepala Dusun 

Pekon 

Waluyojati 

25 Januari 

2024 

Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan air limbah 

domestik mulai dari 

perencanaan hingga 

pelaksanaan di Pekon 

Waluyojati 

6.  Manfangati Kelompok 

Swadaya 

Masyarakat 

Pekon 

Sidoharjo 

25 Januari 

2024 

Pembangunan dan Pe-

meliharaan SPALD di 

Pekon Sidoharjo 

7.  Margono Lembaga 

Swadaya 

Masyarakat 

Pekon 

Waluyojati 

22 

Februari 

2024 

Pembangunan dan Pe-

meliharaan SPALD di 

Pekon Sidoharjo 

8.  Winarto  Anggota KPP 

Pekon 

Sidoharjo 

25 Januari 

2024 

Kegiatan operasional, 

pemeliharaan, serta 

iuran dalam 

pengelolaan air limbah 

domestik di Pekon 

Sidoharjo. 

9.  Jatmoko Anggota KPP 29 Januari Kegiatan operasional, 
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Pekon Rejosari 2024 pemeliharaan, serta 

iuran dalam penge-

lolaan air limbah 

domestik di Pekon 

Rejosari. 

10.  Suyatno  Anggota KPP 

Pekon 

Ambarawa 

Barat  

29 Januari 

2024 

Kegiatan operasional, 

pemeliharaan, serta 

iuran dalam penge-

lolaan air limbah 

domestik di Pekon 

Ambarawa Barat. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dokumen atau arsip yang 

relevan dengan penelitian. Ini merupakan teknik pengumpulan data 

yang mencakup berbagai catatan terkait dengan isu penelitian yang 

penting, baik dari organisasi maupun individu terkait. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan air 

limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan beberapa data dokumentasi seperti: 

Tabel 6. Dokumen Penelitian 

No. Nama Dokumen Substansi Dokumen 

1.  Perda Kabupaten Pringsewu No 2 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Air Limbah 

Domestik 

Tentang penyelenggaraan  

SPALD sebagai sarana 

dan prasarana dalam 

pelayanan air limbah 

domestik terpusat. 

2.  DAK Reguler Sanitasi TA. 2022 Data dan Anggaran 

pelaksanaan SPALD-T di 

Kabupaten Pringsewu 

3.  Masterplan Sanitasi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 

Data Infrastruktur Sanitasi 

SPALD 

4.  Pedoman  Pelaksanaan DAK Reguler 

Bidang Sanitasi  

Pelaksanaan SPALD 

mulai dari perencanaan 

hingga struktur organisasi 

5.  RKM dan Surat Hibah Setiap Desa  Rencana Pembangunan 

SPALD 

Sumber: dikelola oleh peneliti, 2023 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi selanjutnya dianalisis agar dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. Berdasarkan pernyataan Miles dan Huberman (2014), analisis 

data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, 

sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi data  

Reduksi data merupakan kegiatan memfokuskan data mentah menjadi 

lebih jelas dan sesuai dengan permasalahan dengan cara merangkum, 

meringkas, dan memilah hal pokok terkait dengan penelitian. Reduksi 

data dilakukan dengan menguraikan dan merangkum data yang 

diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan. Reduksi data 

memudahkan untuk mendapat poin penting dalam analisis data 

bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di 

Kabupaten Pringsewu. 

3.6.2 Penyajian Data 

Data yang telah dianalisis kemudian disajikan agar mempermudah 

peneliti dalam memperoleh gambaran secara menyeluruh dan 

memahami bagian-bagian penting dalam penelitian. Penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk naratif, diagram, tabel, atau gambar, 

yang membantu peneliti dalam mengekstraksi tindakan dari kesimpulan 

yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui 

uraian naratif, foto-foto terkait, serta tabel atau diagram yang relevan. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

tentang implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di 

Kabupaten Pringsewu. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data 

kualitatif, di mana peneliti menganalisis dan mencari pola serta 
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hubungan persamaan dari hasil penelitian. Proses ini dilakukan secara 

objektif sesuai dengan fakta yang ada, sehingga kesimpulan yang 

dihasilkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, 

penyimpulan hasil dilakukan dengan merangkum intisari dari beberapa 

kategori hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang implementasi 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Data yang telah diperoleh sebelumnya harus memenuhi syarat keabsahan data 

sehingga dapat dikatakan valid (Sari, 2023). Menurut Sugiyono (dalam Sari, 

2023) terdapat beberapa indikator dalam uji keabsahan data: 

3.7.1 Uji Kredibilitas (Credibility) 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang memiliki validitas tinggi 

sesuai dengan realita di lapangan perlu dilakukan uji kredibilitas. 

Berdasarkan konsep kredibilitas semua informasi data dalam penelitian 

harus dibangkitkan kembali dari subjek atau partisipan yang diteliti. Uji 

kredibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara: 

1. Memperpanjang Pengumpulan Data 

Meningkatkan durasi keterlibatan peneliti dalam proses 

pengumpulan data di lapangan melibatkan melakukan pengamatan 

tambahan dengan kembali ke lapangan lagi. 

 

Gambar 6. Teknik Analisis Data 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 
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2. Triangulasi 

Triangulasi adalah proses memverifikasi data dari multiple sources 

dengan berbagai metode dan periode waktu untuk memastikan 

keabsahan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi dengan informasi yang diberikan oleh informan.  

3.7.2 Uji Keteralihan (Transferability) 

Pengujian transferabilitas bertujuan untuk menilai seberapa jauh hasil 

penelitian dapat dimengerti dan diterapkan oleh pihak lain. Proses uji 

ini melibatkan pengumpulan data terkait implementasi pengelolaan air 

limbah domestik dari penelitian sebelumnya untuk dibandingkan, 

dianalisis, dan diperdalam pengetahuan dalam konteks penanganan 

masalah sanitasi. 

3.7.3 Uji Ketergantungan (Dependability) 

Uji dependabilitas dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh 

tahapan penelitian, mulai dari penentuan masalah atau fokus penelitian, 

alokasi sumber daya, hingga proses analisis dan pembuatan kesimpulan, 

yang dievaluasi oleh seorang auditor independen atau pembimbing. 

Ketika peneliti tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang 

langkah-langkah lapangan yang telah dilakukan, maka kredibilitas 

dependabilitas penelitian tersebut tidak dapat dipastikan. 

3.7.4 Uji Kepastian (Confirmability) 

Uji confirmability adalah evaluasi terhadap objektivitas suatu 

penelitian, di mana hasil-hasil yang dihasilkan selama proses penelitian 

dievaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk 

memastikan apakah telah memenuhi standar confirmability atau tidak. 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten 

Pringsewu belum mencapai tingkat optimal. Ini diperkuat oleh fakta 

bahwa persentase sanitasi yang aman di Kabupaten Pringsewu pada tahun 

2022 hanya sebesar 4,8%, yang jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan 

pada tahun 2023, tidak ada peningkatan yang signifikan, dan angka 

tersebut tetap stagnan pada 4,8%. Berdasarkan teori Jones (1984), masih 

terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan secara optimal. 

Pada aspek organisasi adanya sumber daya yang belum termanfaakan 

secara maksimal, dimana kinerja KPP masih belum cukup baik dan hanya 

berkisar 50% di Kabupaten Pringsewu. Tidak optimalnya pelaksanaan 

implementasi kebijakan disebabkan oleh sumber daya anggaran yang 

masih rendah, dimana hal tersebut menyebabkan belum tersedianya 

infrastruktur SPALD di seluruh Kabupaten Pringsewu akibat rendahnya 

pendanaan. Kendala lainnya dimana sumber daya manusia tidak dapat 

memanfaatkan sumber daya akibat tidak tersedianya sumber daya dalam 

kegiatan implementasi. Pada aspek interpretasi, rendahnya pemahaman 

dari KPP terkait dengan teknis pelaksanaan dan tujuan serta perannya 

menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan kegiatan operasional SPALD. 

Selain itu rendahnya interpretasi masyarakat terkait dengan sanitasi aman 

dan hubungannya dengan kesehatan menyebabkan rendahnya dukungan 
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terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di setiap 

pekon. 

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah 

domestik di Kabupaten Pringsewu, diantaranya: 

1) Struktur Birokrasi  

Terdapat struktur birokrasi yang terdiri dari berbagai organisasi atau 

unit sesuai dengan tugas dan fungsinya serta terdapat SOP yang jelas 

dan terstruktur.  

Sementara itu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu, terdiri dari: 

1) Sumber Daya 

Kurang optimalnya aspek-aspek dalam sumber daya seperti sumber 

daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung dapat menghambat 

efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

2) Kesadaran Masyarakat 

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal perilaku seperti 

membuang limbah padat ke saluran perpipaan serta rendahnya 

kesadaran masyarakat dalam membayarkan iuran dapat meghambat 

jalannya perrawatan kebijakan.. 

3) Interpretasi 

Kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun pelaksana 

kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pringsewu 

menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan.  

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud 

memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pelaksana 

kebijakan maupun bagi  penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 
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1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu 

hendaknya dapat bekerjasama dengan KSM dan KPP untuk meningkatkan 

monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan sekali untuk 

menciptakan komunikasi secara langsung yang baik dan meningkatkan 

kesadaran dan kewajiban pekon dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

air limbah domestik. 

2. Meningkatkan komunikasi baik secara horizontal antar anggota KPP 

melalui pertemuan rutin atau melalui group Whatsapp untuk 

meningkatkan koordinasi kelompok, maupun secara vertikal kepada 

masyarakat melalui media sosial atau pamflet dan banner terkait dengan 

sanitasi aman dan pengelolaan air limbah domestik. 

3. Bekerjasama dengan instansi lain baik perguruan tinggi maupun instansi 

di bidang kesehatan seperti sanitarian puskesmas serta Dinas Kesehatan 

untuk memberikan edukasi, sosialisasi, maupun penyuluhan terkait 

pentingnya menjaga sanitasi dan hubungannya dengan kesehatan. 

4. Perlu adanya keterlibatan pemerintah pekon dalam hal pembiayaan 

maupun peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai pendekatan 

yang interaktif dan komunikatif serta dapat mempersuasif masyarakat 

dengan mempertimbangkan perkembangan jaman. 
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